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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Penyesuaian Gaji sesuai Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pelaksanaan beberapa kegiatan perlu pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                   Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020             Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 
24. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 154);
25. [bookmark: _Hlk222381470]Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);
28. [bookmark: _Hlk222381578][bookmark: _Hlk222381558]Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 63);
29. [bookmark: _Hlk222381603]Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 21);


	
	
	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

	
	
	
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.752.901.151.927,00  (dua triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:
1. Pendapatan Asli Daerah; 
1. Pendapatan Transfer; dan
1. [bookmark: _Hlk152590649]Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.042.544.296.196,00 (dua triliun empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.


3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.239.972.131.226,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp729.285.351.980,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); 
b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp463.097.130.355,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); 
c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp43.246.679.591,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); 
d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.494.853.588,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah); 
e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.466.120.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan 
belanja pegawai badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.381.995.712,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp843.780.369.547,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a.	Belanja Barang direncanakan sebesar Rp92.458.250.439,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
b.	Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp250.430.299.903,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah);
c.	Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp21.020.164.837,00 (dua puluh satu miliar dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
d.	Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp33.912.976.600,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
e.	Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp3.091.805.162,00 (tiga miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu seratus enam puluh dua rupiah);
f.	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp106.446.742.000,00 (seratus enam miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
g.	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat direncanakan sebesar Rp23.866.705.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah); dan
h.	Belanja Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah  direncanakan sebesar Rp312.553.425.606,00 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam rupiah).

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp207.657.049.557,00 (dua ratus tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. [bookmark: _Hlk155101412]Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp14.036.813.700,00 (empat belas miliar tiga puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp66.000.743.348,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp46.220.382.928,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
1. [bookmark: _Hlk155101548]Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp76.940.587.781,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah); 
1. [bookmark: _Hlk155101606]Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp799.950.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
1. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp3.658.571.800,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.




Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal …                   

BUPATI SUMEDANG,

	


DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal  … 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR …
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